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ABSTRAK 

Dalam pembuatan APHT ini untuk menjadi dasarnya ialah pembuatan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan namun juga haruslah memperhatikan kewenangan yang 

dimiliki oleh pemberi dari kuasa ini selaku pemegang hak. Dengan ketentuan yang ada maka 

dapat kita simpulkan jika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus dibuat dengan 

akta otentik. Notaris dan juga PPAT adalah pejabata umum yang mempunyai kewenangan 

dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang snagat sempurna dalam 

artian ini adalah akta otentik berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Thaun 

2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabata Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat terdegradasi 

menjadi akta dibawah tangan jika Notaris dalam membuat akta otentik tidak memenuhi 

ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka dengan otomatis 

akta tersebut menjadi terdegradasi. Akta dapat dinyatakan otentik bila pembuatan akta 

sudah memenuhi ketentuan serta syarat sebagaimana diatur di dalam Undang Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris dengan salah satu syaratnya yaitu dibuat oleh pejabat umum yang 

berwenang dan cakap lalu dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil maka hal 

tersebut akan mempengaruhi otentisitas suatu akta otentik berdasarkan ketentuan Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

 

 

Kata Kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Notaris, Penandatanganan 

Akta 
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ABSTRACT 

When signing this APHT, the basis is the signing of the SKMHT, but it must also pay 

attention to the authority possessed by the giver of this power as the holder of the right. 

Based on the existing provisions, it can be concluded that the SKMHT must be made with 

an authentic deed. Notaries and PPATs are public officials who have the authority to make 

a deed that has perfect evidentiary power, namely an authentic deed based on Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT). SKMHT can be degraded into a private 

deed if the Notary in making an authentic deed does not meet the provisions contained in 

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, then the deed will automatically be degraded. A deed can be 

declared authentic if the making of the deed has complied with the provisions and conditions 

as stipulated in Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris with one of the conditions that it is made by 

an authorized and competent public official and then without the fulfillment of formal and 

material requirements, this will affect the authenticity of an authentic deed based on the 

provisions of Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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